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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 26 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 139 TAHUN 2021 

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih 

dan akuntabel maka diperlukan langkah-langkah nyata 

pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, 

salah satunya pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk 

pengendalian di setiap lnstansi Pemerintah yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan; 

b. bahwa pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, merupakan kewajiban bagi Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang 

dilaksanakan dengan mempedomani serta diperlukan 

sinergitas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b serta untuk meindaklanjuti Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan 

terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5943); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesi Nomor 6037), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi 

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dan Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 136); 

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 572); 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

WALI KOTA NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 
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Pasal I 

Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 139), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 29 Mei 2024 

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NURKHOLIS 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal    2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 26 

 

  
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19780608 200903 1 004 

 

 

 


